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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

b.

N

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No-
mor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Dasrah dan
Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Kera-
maian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-—

kat II Pati Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak

Pertunjukan dan Keramaian Umum perlu disesuai-
kan ;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-
mana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali
Pajak Hiburan vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Undang—undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pehbentukan. Daerah—daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) ;

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok—-pokok Pemerintahan = Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1397 tentang
Radan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684) ;

4. Undang . ﬂ i



Menstapkan

4. Undang-~undang MNomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah  {(Lembaran
Megara Tahun 1997 HNomoer 41, Tambahan Lembaran

Megara Momor 26853

N

. Undang-undang  Momor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
HMagara Tahun 1997 Momor 42, Tambahan Lembaran

Megara Momor

&, Peraturan  Pemerintah  Momor 190 Tahun 1997
tentang Fajak Dasrah { Lembaran Megara Tahun
1997 ptomor 54, Tambahan Lembaran Negara MNomor

2691 )

Y. Reputusan Menteri Dalam Negeri Momor 170 Tahun
1997 tentang Padoman Tate Cara Pungutsan  Pajak
Dasrah o

&L Keputusan Menteri Dalam Megeri MNomor 173 Tahun

1997 tentany Padoman Tata Cara Pemeriksaan ol

Fidang Pajak Dasrah g

9. Peraturan Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat II
Fati  dMomor 30 Tahun  198%  tentang Penyvidik
Pegawal Megerid Sipill o Lingkungan Pemarintah

Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat I1 Pati.
MoEMWUT US K &M

PERATURSH OAERAH KaBUPATEN DEEReH TIMGEAT II PATI
TEMTAME Padak HIBURAM.

Beg 1 .. & ...



BaB I
KETEMTUAM UMl

FPasal 1

Dalam Peraturan Dasrah ini wvang dimaksud dengan :

&

by

€2
]

Dasrah  adalah Kabupaten Dasrabh  Tingkat 11X

Pati 3

Pemerintah Dasrah adalabh Pemerintah  Kabupaten

Dasrah Tingkat I Pati g

Fupati KHepala Dasrah  adalah Bupati Kepala

Dasrah Tingkst I1 Pati

Dinas Pendapatan Dasrah adalah DOinas Pendapa-
tan Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Pati g
Pajak Hiburan vang selanjutnva disebut pajak
adalah  pungutan dasrah  atas penvelenggaraan

hiburan 3

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan
atal keramaian, dengan nama dan bentuk  apapun
vang oditonton atau dinikmati oleh setiap orang
depngan dipungut bavaran, tidak termasuk  peng-

gunaan Tasilitas untuk berolah raga

Penvelenggara  hiburan adalah perorangan atau
badan vang menvelengagarakan hiburan bailk untuk
dan  atas namanva sendiri atau untuk dan  atas

nama pihak lain vang manjadi tanggungannya

Paponton  atau pengunjiung adalah setiap orang
warg  menghadiri suatu hiburan  untuk melihat
dan  atau  mendengar  atau menikmatinva atau
mengagunakan  fasilitas wvang disediakan oleh
panvelenggara hiburan kecuall penvelenggara,
karvawan, artis dan petugas vang menghadiri

untuk melakukan tugas pengawasan

i. Tanda .njy_,



1.

11

Tanda HMasuk adalah suatu tanda atau alat vang
sah  dengan  nama dan dalam bentuk apapun vang
dapat  digunakan untuk  menconton, menggunakan

atau menikmati hiburan

Surat FPemberitahuan Pajak Daerah W ang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat  wang
digunakan oleh Wajibk Pajak untuk melaporkan
penghitungan  dan pembayvaran Pajak WE NG
terutang menurut Peraturan  Perundang-undangan

Perpajskan Dasrah

Surat  Setoran Pajak Daerah wvang selanjutnva
disingkat $SPD, adalah surat wang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembavaran
atau penvetoran pajak wvang terutang ke Kas
Dasrah  atau ke tempat lain vang ditetapkan

aleh Bupati Kepala Daerab.

Surat Ketetapan Pajak Dasrah wang selanjutnwva

dizingkat SKPD adalah Surat Keputusan wvang

mensntukan besarnya Jumlah pajak Yang
terutang o

Zurat Ketetapan FPajak Dasrah Kurang Bavar yang
selanjutnyva  disingkat SKPOKB  adalah Surat
Feputusan  vang menentukan  besarnva Jumlah
pajak  wang  terutang, Jumlah  kKredit pajak,
Jumlah  kekurangan pembavaran pokok pajak,
besarnva sanksi administrasi dan ﬁumlah W AN

masih harus dibavar

Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar

Tambahan, wang selanjutnva disingkat SKRPDEKRT,

adalah Surat Keputuzan vang menentukan  tamba-~
h

han atas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

G Surat Nuﬁs,w“



0. Surat Ketetapan Fajak Daerab lLebih Bavar, vang
selanjutnya  disingkat SKPOLB adalah Surat
Keputusan  wvang menentukan  Junlah  kelebihan

penbayvaran pajak karena jumlah kredit pajak

"

lebih besar dari pajak terutang atau  tidak

seharusnya terutang

oL Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, wvang
selanjutnve disingkat SKPOM, adalah Surat
Keputusan  wang menentukan Jumlah  pajak  wvang
terutang  sama besarnva dengan  kKredit pajak,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak g

oy
S

Surat  Tagihan Pajak Daerabh  wang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda.

r. Pejabat  adalah  Pejabat vang ditunjuk oleh

Bupati Kepala Dasrah Tingkat 11 Pati

o

=
Harie, OBYERK Dap SUBYER Padak

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas

penyelanggaraan hiburan.

(2 ODbyvel Pajak asdalah semnua penvelenggaraan
hiburan.
(%) Hiburan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

Pasal ini antara lain :
a. Pertunjukan film 3
b. Pertunjiukan kesenian dan sejenisnva 3

. Pagelaran musik dan tari g

d. Diskotik ”ulﬁn,m



d. Diskotik o

&, Karaoke

f. Klab malam 3

. Permainan billvard

. Permainan kRetangkasan ;
i. Panti Pijat 3

j. Mandi uvap

k. Pertandingan olah raga.
Fasal 3

(1) Subvek Pajak adalah orang pribadi atau badan

vang menanton dan atau menikmati.

{23 Waiibk Pajak adalah orang pribadi atau  badan

vang mervelenggarakan Hiburan.,

B 11X
DESaR PEMNGENSaM, DaM TAaRIP Padak
Pasal 4

Dasar  Pengenaan Pajak adalah  jumlah  pembavaran
ataw  wang ssharusnva dibavar untuk menonton  dan

atau menikmati hiburan.
Fasal B

Baesarnya Tarip Pajak untuk setiap jenis  hiburan
adalah
a. Urntuk  Jenis  perbunjukan dan  keramaian  umum

wang manggunakan sarana film ditetapkan :

1. Golongan @& 11 Utama sebesar 30 % (tiga

pulub persean).

*L. Bolongan A IT ssbesar 28 % (dua  puluh
dalapan parsan).

A, Bolongan & 1 zebesar 26 % (dua puluh  enam
persen ).

4. Golongan "Ngﬂs*R



4. Golongan B 11 sebesar 24 2 {(dua puluh empat
persen.

5. Golongan B I ssebesar 20 % {(dua puluh
parsaen ).

&, Golongan © sebasar 17 % ( tujuh belas
persanl.

. Golongan D sebesar 13

o
P

tiga belas

persen).

o
o

8. Jenis keliling sebesar 1 { sepuluh

DErsen .

Untuk Pertunjukan kKesenian antara lain

kesanian tradisional, pertunjukan sirkus,

Dameran aeni ., pameran busana, kontes
kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh

persanl:

Untuk  Pertunjukan/Pergelaran Musik dan  Tari

ditetapkan sebesar 1% % (lima belas persen):

Untuk Diskeotik, Diszko Bar, ditetapkan sesbesar

25 % (tiga pulub lima persen)

Untuk Maraoke ditetapkan sebssar 10 %2 (sepuluh

Untuk fitness ditetapkan sabesar 10 %
{ mepuluh persen 1 3

Untuk Pemainan Bilvard ditetapkan sebesar 15 2

(lima belas persen) ;

-

a

Untuk  Permainan  Ketangkasan dan sejenisnva
an)

ditetapkan sebesar 1% %2 (1lima belas pers

Urtuk  Kolam  Pancing sebesar 10 2 (sepuluh

persanl o

. Untuk .. g 8 %@



. Untuk Kolam FRenang ditetapkan sebesar 10 %

(sepuluh persen) ;

k. WUntuk Pertandingan 0Olah Raga ditetapkan

sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV
WILaYaH PEMUMGUT AR
DaM CaRa PEMGHITUNGAMN PAJAK

Pasal &

(1) Pajak wang terutang dipungut di Wilawah

Daarah.

Y

{(2) Besarnva pajak teruvtang dihitung dengan cara
mangalikan Tarip sebagaimana dimaksud  dalam
Fasal 5 Peraturan Daerah ini  dengan Oasar
RPenganaan sebagaimana dimaksud Pasal 4

Paraturan Oaerah ini.

BaB W
MAasSs Podak, SAasT Padak TERUTAMG, DA
SURST PEMBERITAHUAN Padsk DaBERAM

Fasal 7

Masa Pajak adalah  Jangka waktu  vang lamanva
1 { =zatu ) bulan takwim.

Pasmal &

Fajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat

permvelanggaraan Hiburan.
Pasal <

(1Y setiap Waiib Pajak wajib mengisi SPTPD.

{2) sPTPD .. # _



(3)

(4)

)

SPTPD  sebagaimana dimaksud pada  avat (1)
Pasal ini harus Jdiisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak

atay Kuasanya.

SPTRD sebagaimana  Jdimaksud pada  awvat (1)
harus dizampaikan kKepada Bupatl Kepala Daerah
selambat~lambatnyva 15 ( lima belas 1 hari

setelah berakhirnyva masa pajak.

RBentuk, isi dan tats cara pengisian SPTRD

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bal vl
TeTe CAaRa PERHITUMGAN DaN PENETAPAN PAIAK
Fasal 10

Berdasarkan SPTRPD sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 10 avat (1) Pasal ini, Bupati Kepalas
Dasrah menstapkan Pajak wvang terutang  dengan

menarbitkan SKPD.

gpabila  SEPD sebagaimana dimaksud pada  avat
{1 Pasal ini tidak atau Kurang bavar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
acdminsitrasi  berupa bunga sebesar 200%  (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbit-

kan STRO.
Pasal 11

Waiib  Pajak  wvang membavar sendiri SPTRO
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat (1)
Paraturan Daerah ini digunakan untuk menghi-
tung, mamperhitungkan dan  menetapkan pajak

sendiri vang terutandg.

(2) palam ...d% ..



(27

o

Dalam Jangka waktu 5% ( lima ) tahun sesudah

saat Bupatl Kepala Dasrah

dapat menerbitkan o
A SRPOKE
b, ZRPOEBT
. SKPDM .
SEPOKE  sebagaimana

dimaksud pada awvat (2]

Buruf o a Pasal ind diterbitkan :

a. fpabila berdasarkan hazil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak vang terutang tidak

Atan kLransg bavar, dikenakan sanksi

administraszi berupa bunga sebesar 2% (dua

persan)  sebulan dihitung dari pajak  wvang

Kurang atad terlambat dibavar untuk Jangka

waktu paling  lama 24 (dua puluh  empat)

bulan dihitung =ejak saast tarutangnyva

pajak.

ppabila SPTPD tidak disampaikan dalam
A

S
Jangka  waktu  wvang ditentukan dan  telah

sanksi
(s
yangd
kurang atau terlambat dibavar untuk Jjangka

ditegur secara tertulis, dikenakan

administrasi berupa bungs sebesar 2%

parsern ) sebulan dihitung dari pajak

waktuy paling lama 249 (dua puiuh ampat )

bulan dihitung =sejak sast terutangnya

pajak.

c. fpabila “,‘%_H



(&)

o, Apabila  kewajiban mengisi  SPTRD tidak
dipenuhil, Pajak wvang terutang dihitung
BECH A Jabatan, dan dikenakan sanksi

acdminsitrasi berupa kenaikan sebesar 25

oF

fodua  puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksl administrasi berupa bunga
sebesar 2% {(dus persen) sebulan dihitung
dari pajak wvang kKurang atau terlambat
dibavar untuk jangka waktu paling lama 24
fdua pulubh empat) bulan dihitung sejak

sast terutangnya pajalk.

SKPOEBT  sebagaimana dimaksud pada avat (3 )
hurnf b Pasal ind diterbitkan apabila ditemu-
kar data baru atauw data vang semula  belum
terungkap vang menvebabkan penambahan jumlah

paiak  wvang terutang, akan dikenakan sanksi

administrasi  berupa kenaikan sebesar 100 %

(seratus persen) dari jumlah kKekurangan pajak

taersebut.
SHPDN sebagaimana  dimaksud pada  avat  (2)

huruf o Pasal ini diterbitkan apabila jumlah
pajak  wvang  terutang sama  besarnva dengan
Jumlsh kredit pajak atau pajak tidak terutang

dan tidak ada Kredit pajak.

apabila  kKewajiban membavar pajak terutang
cdalam SKPDEEB dan SKPDKET 3ebagaiména dimaksud
pada  avat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak
atauy  tidak sepenuhnva dibavar dalam  Jangka

waktu  wvang telah ditentukan, ditagih  dengan

mensrbitkan STROD  ditambah  dengan sanks

i
administrasi  berupa bunga Z %  {(dua persen)

sebulan.

(73 Peanpambahan -.Jﬂ)ku



{m0

Panambahan  Jumlah Fadak WA terutang
sabagaimana  dimaksud  pada  avat (4)  tidak

cdikenakan apabila Wajib Pajak malaporkan

e
i

sandir wedse | um dilakukan tindakan

pameriksaan.

BEaB VII
TaTen CaRe PEMBAYSROM

Pamal 12

Pembavaran pajak dilakukaen odi Kas Daerah atau
tempat lain wang dituniuk oleh Bupati Kepala
Daarabh sesual waktu vang  ditentukan  dalam

SRPTRPD, SEPD, SKRDRE, SKPDEET dan STRD.

gabila  pemnbavaran pajak odilakukan  ditempat
lain  wang dituniuk, hasil penerimaan pajak
harus disetor ke Kas Dasrah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atauw dalam waktu wvang

ditentukan olah Bupati Kepala Daerah.

Pembavaran pajak ssbagaimana dimaksud pada
avat (1)1 dan ayat (231 Pasal ini dilakukan
¥

{
dengan menggunakan S3P0.
Fasal 13

Pamnbavaran  pajak harus  Jdilakukan sekaligus

stau lunas.,

Bupati Kepala Dasrah  dapat memberikan perse-
tujuan  kKepada Wajiib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kKurun waktu tertentu,

setalah memenuhl persyvaratan vang ditentukan.

{(3) Angsuran Njﬂ}q
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(3) Angsuran pambavaran pajak sabagaimana
dimaksud  paca  awvat (2) Pasal ini. harus
dilakukan  secara teratur dan  berturut-turot
daengan  dikenakan bunga sebesar 200%  {dua
persan) sebulan dari jumlah peaiak vang  belum

ataw kurang dibavar.

(47 Bupati Kepala Dasrah dapat memberikan perse-
tujuan  kepada  Wajib  Pajak  untuk menunca
pembayvaran  pajak  sampal batas  wakbtu  wvang
ditentukan setelah memenuhil persyvaratan  wvang

ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 %

{clua  persen) sebulan dari jJumlah pajak  wvang

belum atau kKurang  bavar.

T
in
i

Farsyvaratan untulk dapat mengangsur  dan
menunda pembavaran serta tata cara pembavaran
angsuran dan penundaan sebagaimana pada avat
(21 dan avat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh

Supati Kepala Daerah.
Pasal 14

(1) sSetiap pembavaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Peraturan Dagrsah inl diberikan
tanda bukti pembavaran dan dicatat dalam buku
paenasrinasan.

-

Berntuk , Jenis, isi, ukuran tanda bukti

.
w2
et

pembavaran dan buku pensrimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini.

ditetapkan oleh Bupatl Kepala Dserabh.



Bal VILI
TayTer CaRa PENAGIMAMN Padak
Pasal 15

(1) surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain vang sejenis sebagal awal tindakan
paelaksanaan penaglhan pajak dikeluarkan

7o (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pEmbEy S raEn.

(23 Dalam  Jangka waktu 7 {(tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau  surat  lain wvang sejenis, Wajib Pajak

harus melunasi pajak vang terutang.

(%) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat
lain wvang sejenis sebagaimana dimaksud pada

avat (1) Pasal ini dikeluvarkan oleh Pejabat.

RPazal 16
(1Y apabila jumlah pajak wang masih harus dibavar
tidak odilunasi dalam Jangka wakbu sebagaimana
ditentukan dalam  Surat Teguran atauy  Surat
Peringatan  atau  Surat lain vang sejenis,
Jumlah pajak wang bharus  dibavar ditagih

dengan Surat Paksa.

(23 Pejabat menerbitkan Surat Paksa Segara
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal  Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain vang sejenis.

FPasal 17
Apakila pajak wang harus dibavar tidak

cdilupnasi dalam Jangka waktu 2 x 24 Jam sesudah
tanggal pamberitahuan  Surat Paksa, Pejabat
sedgera  menarbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyvitaan.

Pasal ,_’&"w“
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Pasal 18

Setelah dilakukan psnvitaan dan Wajib Pajak belum
Juga melunasi utang pajaknwva, setelah lewat 10
{sepulub)  hari sejak tanggal pelaksanaan  Surat

Perintah Melaksanakan Penvitaan, Pejabat mengaiju~

b permintaan  penetapan  tanggal paelaelangan
kepada Kantor Lelang Megara.

Pasal 19

3

Sete

{

lah Kantor Lelang Negars menstapkan hari,

tangoal . Jam dan tempat pelaksanaan lelang  Juru

Sita menbaritahukan dengan segera sacara tertulis
kepada Wajib Pajak.

Fasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir vang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak daesrah ditetap-

kan oleh Bupati Kepala Dasrah.

BaBg IX
PEMGURAMGAM, KERIMGANAN DAM PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1) Bupati kepala Daerah berdasarkan permohonan
Waiib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan Pajak.

R 3

(21 Tata cara pemnberian pengurangan, kKeringanan
dan  pembebasan  pajak sebagaimana  dimaksud
pada  avat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh
Bupatl Kepala Dasrah.

BAB ¥ .. ﬂ



Bal X
TesTen ColRa PEMBETULAM, PEMBATALAN,
PEMGURAMGANM KETETAPAN, DAMN PENGHAPUSAN aTau
PEMNGURAMGAN SAMKST ADMINISTRASI
Pasal 22

(1) Bupati Kepala Dasrah karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat :

a. manbetulkan SKPD atau SKPDKB atau  SKPDKBT
atau STPD W g calam paenerbitannya
tardapat esalahan tulis, kesalahan
hitung, dan atau kekeliruan dalam
RS apan Peraturan Perundang-undangan

Paerpajakan Dasrah g

b membatalkan  atsu  mengurangkan kKetetapan

pajak vang tidak benar 3

g

mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi barupa bunga denda dan
kenaikan pajak wvang terutang dalam  hal
sanksi  terssebut  dikenakan karena kekhi-
latan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya.

(2 Permohonan pembetulan,pembatalan, pengurangan
ketetapan dan panghapusan  atauw  pengurangan
sanksi  adminisztrasi  atas  SKPD,SKPDERT  dan
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini harus disampaikan secara  tertulis oleh

@

Waiib Pajak kepada Bupati Kepala Dasrah, abtau
Pajabat  selambat-lambatnya 30 (tiga puluh
haril sejak tanggal diterima  SKPD, SKPDERB,
SKRPOKBT  Jdan  STPD dengan memberikan alasan

vang jelas.

P
[
St

Bupati kKepala Daszrah atau Pejabat paling lama
Ao ftigald Blan sejak surat permohonan

sebagaimana odimaksud pada avat (2) Pasal  ind

diterima, sudah harus menbsrikan keputusan.

(47 apabila waﬂm“



£ ¥

(1)

(33

fpabila setelah lewat wakbuw 3 {(tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada avat (3) Pasal ini,
Bupati Kepala Dasrah atau Pejabat tidak

membhaerikan kKeputusan, permohonan  pembetulan,

cembatalan, pangurangan kataetapan dan
e nghan UsEan atau pangurangan sanksi

administrasi dianggap dikabulkan.

Bal K1
KEBERATaM DAN BaMNMDING
Pasal 23

Waiib Pajak dapat mengajukan kKeberatan hanva
kepada Bupatl Kepala Dasrah atau Pejabat atas
suatu

a. SRPOD g

k. SKPDKB

<. SKPDKBT

d. SKPDLEB =

&, SKPOM.

FPermohonan  keberatan  sebagaimana dimaksud
pada  avat (1) Pasal ini harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKE,  SKPDKET, 3KPDLE dan SKPON  diterima
oleh Waiib Pajalk, kKecuall apabila Waiib Pajak
cdapat menunjukan bahwa jangksa waktu itu tidak
dapat dipsnuhi karana keadaan diluar

kekuasaannya.

Bupati Kepala Dasrah stau  Pejabat dalam

Jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan

saiak  tanggal  surat  permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal ini

diterima, sudah memberikan keputusan.

{4) apabila .ujgx"



(43 ppabila setelah lewat waktu 12 (dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
Fasal ini Bupati Kepala Dasrah atau Pejabat
tidak maemberikan Keputusan, permohonan

kebaratan dianggap odikabulkan.

't

(53 Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pads
avat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban

mambayvar pajak.

Pasal 24

(1) Waiib Pajsk dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian  Sengketa Pajak dalam
Jangks waktu A (tiga) bulan setelah

diterimanva keputusan keberatan.

(271 Pengajuan  banding sebagaimana dimaksud pads
avat (1) Paszal ini tidak menunda kewajiban

membayvar pajak.

spabils pengaiovan Keberatan sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal

Peraturan Dasrab ini atau banding

Pasal 24 Peraturan

ini dikabulkan sebagian ataw  seluruhnva,
kelaebihan pemnbavaran pajak ﬁik@mbalfkan dangan
ditambah  imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan  untuk paling lama 24 (dus puluh  empat)

bulan.

BAB XIT ....48%...
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BaB HIT
BPEMGEMBESL TaM KELEBIHAMN PEMBAYAROM PodAk
Fasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan parmohonan
pangembalian kelaebihan pembavaran pajak
kapada  Bupati Kepala Daerah atau Pejabat
zecara tertulils dengan menvebutkan sekurang-
kurangnya =

a. Mama dan alamat Wajib Pajak

b, Masa Pajak

o. FBesarnyva kKelebiban pembavaran Pajak

d. Alasan vang jelas.

Bupatl Kepala Oasrabh atau Pejabat dalam
Fangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanva peaermohonan pangembalian
kelebihan pambay s ran pajak sebagaimana
dimaksud pada  avat (1) Pasal ini harus
maemberikan keputusan.

apabila Jangka waktu  =zsebagaimana  dimaksud
pada  avat (2 Pasal ini dilampaui Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permobhonan pengembalian  kKelebihan
pembavaran  pajak diapggap dikabulkan clan
SKPDLE  harus diterbitkan dalam waktu paling

lama 1 {satu) bulan.

apabila Wailbk  Pajak mempunyval  utang pajak

lainnva, kKelesbihan penmbavaran pajak sebag

1]
2t}
gy

mana  odimaksud pada avat (2% Pasal ini

Langsung diperhitungkan ik melunasi

terlebih dahulue utang pajak dimaksud.

Pengambalian kelabhihan pembavaran pajak

dilakukan oalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan ak diterbitkannya SKPOLE dengan
menerbithkan Surat Perintah Membavar Kelebihan
Rajak [SPHMKP).

(&) ppabila . K



g

m

(&) apabila pengembalian kelebihan pembayvaran
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 {dua)
bulan sejak diterbitkannyva SKPDLE, BRupati
Lrepala Dasrah atau Pejabat memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembavaran kelebihan pajak.

Pasal 2

fpabila kelebihan pembavaran pajak oiperhitungkan
dengan utang pajak lainnva, sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 28 avat (43 Peraturan Daerah ini,

pembavarannya  odilakukan  dengan  cara  pemindah-

bukuan  dan  bukti  pemindahbukoan juga  berlaku

bukti pembavaran.

BalE KITX
KEDALUWSRS A

Pasal 28

C1) Hak untuk melakukan penagibhan pajsk, kedalu~

-

WA TEE E =lah melampaul Jangka waktu 5 (1lima)

tahun terhitung seje saat terutangnya pajak,
secualil apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana dibidang Perpajakan Dasrah.

() Hedal Uwar penaglhan pajak sebagaimana

dimaksud pada avat (1) Pasal ini tertangguh

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat  Paksa

b fda pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak

1

baik langsurng maupun tidak langsung.

BAB IV .. A’ .
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BaB XIY
KETEMNTUAM PIDAMS

Pasal 29

Waiib Pajak wvang karena keslpaannwva tidak
manvampaikan SPTRPD atau mengisi dengan  tidak
baenar atau  tidak  lengkar atau melampirkan
keterangan vang tidak benar sehingga merugi-
kan  ksuangan Daerah dapat dipidana dengan

pidana  kurungan paling lama 1 (satu)  tahun

Cdan atau  denda paling banyak 2 (dua) kali

Jumlah pajak wvang terutang.

Wea 7 ik FPajak W g dengan  sengaja  tidak
mernyampaikan SPTPD atauw menglisi dengan  tidak
benar atad tidak lengkap atau melampirkan
keterangan vang tidak benar sshingga merugi-
kan  keuvangan DRasrah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 {(dua) tahun dan
atau  denda  paling banvak 4 {empat) kali

Jumlah pajak wang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Peraturan Dasrah ini tidak dituntut setelah

melampaui  Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak

zast  terutangnya  pajak dan  basrakhirnva Masa

Pajak.

BAal XY
PENYIDIKAM

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawal Megeril Sipil tertenty  di

Lingkungan Pemsrintabh Daerah diberi wewenang
khusus sebagal  Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah  sebagaimans  dimaksud  dalam  Undang-
unctang Momor 8 Tahun 1281 tentang Hukum acara
Fidana.

(2 Wewanang nnuignuﬂ
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidi-
kan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
vang diatur dalam Undang—-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN
Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak pertunjukan dan

Keramaian Umum dinyatakan tidak berlaku.

1S

Pasal 73

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh

Bupati Kepala Daerah.

Pasal "
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengén penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Maret 1998

TR

DEWANS BERWAKTLAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
ATEN &/ PATI

N DAERAH TINGKAT II PATI

’
7

S ZTXUSUF MUHAMAD
xfﬂ§gwrf' ’
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah
vang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan
titik befat pada Daerah Tingkat IT pembiayaan pemerintah
dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah, khususnvya yang berasal dari pajak daerah, pengatu-
rannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin
meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan
pada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekono-
mian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan
Asli Daesrah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dasar pemungutan Pajak Hiburan vang berlaku di Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Pati, selama ini didasarkan pada Peratu-
ran Daerah MNomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak Pertunjukan dan
Keramaian Umum dan Perubahannya, dengan ditetapkan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 i : Penggolongan Bioskop ditetap
kan oleh Bupati Kepala Dasrah.
Penyelenggara yang akan menye-
lenggarakan pertunjukan kese-
nian, pagelaran musik dan tari
pertandingan olah raga dan
hiburan lainnya, wajib mem-

beritahukan kepada Dinas

Pendapatan ........

A 4



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

6 s/d

15 ayat (1)

i -ayat (2) dan (3)

s/d Pasal

Pendapatan Daerah Tingkat II
Pati dengan menyerahkan Foto
Copy Surat Ijin dari Bupati

Kepala Daerah.

Cukup jelas.

: Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat 1lain
vang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh Pejabat
karena menanggung pajak tidak
melunasi utang pajak sampai
dengan tanggal Jatuh tempo

pembayaran.
Cukup jelas.

: Surat Paksa adalah surat
perintah membayar utang pajak

dan biaya penagihan pajak.

Cukup jelas.



